
LEMBARAN DAERAH 

KOTA SEMARANG 

TAHUN 2002  NOMOR 1  SERI C  NOMOR 1 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  8  TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI 

KOTA SEMARANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

kewenangan dibidang perhubungan menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota Semarang; 

  b.  bahwa dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan dan 

pelayanan serta untuk memberikan jaminan keselamatan 

secara teknis terhadap masyarakat Kota Semarang 

khususnya pengguna kendaraan bermotor di jalan perlu 

dilakukan pengujian kendaraan bermotor; 

  c. bahwa untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan 

pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf 

b di atas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam 

bentuk pembayaran retribusi; 

  d.    bahwa untuk mengatur pelaksanaan  tersebut di atas atas 

maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang. 

 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950); 

 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3196); 

 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3480); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997  Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 3685); 
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 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3848);  

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia        Nomor 4048); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah            (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3527); 

11.  Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun   1993    tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 3528 ); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

13.  Peraturan  Pemerintah    Nomor  44  Tahun  1993   tentang 

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

14.  Peraturan    Pemerintah   Nomor  25 Tahun  2000   tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 
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16.  Keputusan Presiden  Nomor 44  Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang; 

18.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kota Semarang. 

  

 

Dengan Persetujuan 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

M E M U T U S K A N  : 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI 

KOTA SEMARANG. 

   

BAB  I 

 KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

a. Daerah adalah Wilayah Kota Semarang;  

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;  

c. Walikota adalah Walikota  Semarang;  

d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang; 

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

 

f. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, 

Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana 

Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya; 

g. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota 

Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi 

kualifikasi teknis  tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis 

sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat; 

h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu; 

i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;  

j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan 

maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;  

k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil 

penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;  
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l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan 

bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang 

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;  

m. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang 

seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh 

kendaraan bermotor;  

n. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang 

yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan 

penariknya;  

o. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk 

menentukan kelaikan jalan;  

p. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara 

berkala;  

q. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data 

dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;  

r. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan 

bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan; 

s. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk 

lempengan plat hitam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil 

uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus 

uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;  

t. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri 

kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan 

terendah yang boleh dilalui serta masa uji kendaraan yang bersangkutan;  

u. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus 

dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;  

v. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan  atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan  kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;  

w. Retribusi Pengujian  Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut  Retribusi adalah  

Pembayaran atas  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor sesuai dengan 

Peraturan  Perundangan-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah;  

x. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah  Wajib uji  yang melakukan uji 

berkala diluar wilayah  pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi 

persyaratan yang berlaku;  

y. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adlah Berat 

maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut  

rancangannya;  

z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;  

aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribuasi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah; 

bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

cc. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD 

adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi; 
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dd. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus 

dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan 

pembayaran, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi;  

ee. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat 

Tagihan  Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk 

dengan batas waktu yang telah ditentukan; 

ff. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD 

adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap 

Wajib Retribusi.  

    

BAB  II 

 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas 

pelayanan  Pengujian Kendaraan Bermotor.  

 

Pasal 3 

(1) Obyek retribusi adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

(2) Kendaran bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 

a. Mobil bus;  

b. Mobil barang;  

c. Kereta gandengan;  

d. Kereta tempelan;  

e. Kendaraan khusus;  

f. Kendaraan umum.  

  

 

Pasal 4 

Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) adalah 

kendaraan  bermotor  milik TNI dan Polri. 

  

 Pasal 5 

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor. 

  

BAB  III 

 GOLONGAN RETRIBUSI 

  Pasal 6   

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum. 

  

 BAB  IV 

 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan 

pengujian kendaraan bermotor. 


